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PEMBALIKAN BFBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

(STUDI Dl PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

(Fardo Shaumedick, 05940049, Eakultas Hukum Reguler Mandiri Gnversitas

Andalas, 90 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menjadi tindak pidana yang luar biasa karena
telah terjadi di segala lapisan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk dicegah dan
diberantas. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara terkorup di dunia. Oleh
karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tenlang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. IJndang-
undang ini memiliki banyak kelebihan yang sangat efektif dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu kelebihanya adalah
dengan diatumya pembalikan bebao pembuktian dalam proses peradilan tindak
pidana korupsi. Permasalahan dalam lulisan ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan
pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi, serta apakah
peranan pembalikan beban pembuktian pada i>eradilan tindak pidana korupsi.
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Basil penelitian
memperlihaikan bahwa, pembalikan beban pembuktian belum dilaksanakan dalam
proses peradilan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang menjadi pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana aniara lain, kesimpulan yang didasarkan
keyakinan hakim atas pemeriksaan alat-alt bukti yang sah. serta keberhasilan
penuntut umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan.
Pembalikan beban pembuktian memiliki beberapa peranan bagi hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana pada peradilan tindak pidana korupsi, yakni berperan
dalam memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak p'''ana
korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah memperoleh keyakinan dari
pemeriksaan alat-alat bukti yang sah. Pembalikan beban pembuktian juga berp-^ran
dalam menentukan jumlah pidana dcnda, lamanya pidana penjara, serta berperan
dalam penentuan pidana tambahan berupa perampasan harta benda, yang akan
dijatuhkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis
menyarankan agar hakim dapat melaksanakan aturan undang-undang mengenai
pembalikan beban pembuktian, sehingga berpengaruh dan memberikan peranan bagi
hakim untuk dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusan pidana kepada
terdakwa kasus tindak pidana korupsi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana Korupsi sampai saat ini masih merupakan salah satu

permasalahan utama dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa

Indonesia. Tingkat teijadinya tindak pidana korupsi di Indonesia setiap lahun

terns meningkat dengan sangat cepat, dan sudah sampai pada tingkat yang sangat

memprihatinkan. Walaupun demikian, pemerintah tetap terus melakukan upaya

pemberantasan dan pencegahaan tindak korupsi, melalui lembaga-letnbaga

pemerintah dan lembaga penegakan hukum yang ada.

Namun masyarakat merasa, upaya pemerintah tersebut masih belum efektif

dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Korupsi tetap

banyak teijadi di Indonesia, bahkan tindak pidana korupsi tidak hanya teijadi

dikalangan pejabat negara, atau pegawai negeri sipil saja, akan tetapi telah tegadi

di segala lapisan masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi disebut-sebut

sebagai "extra ordinary crime"^ atau dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan

yang luar biasa.

Hasil survey dan penelitan yang dilakukan oleh perusahaan konsultan yang

bermarkas di Hongkong Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada

bulan Maret 2010, mengumumkan Indonesia merupakan salah satu negara

* Krisna Harabap, 2006, Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, Bandung: Grafltri, him 1-14.



terkorup di Asia^, sementara hasil survey dari Transparansi Intemasional

Indonesia (TII) menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada

November 2009 menempati peringkat 111 dari 180 negara dengan skor 2,8

terpaut jauh dengan Negara peringkat pertaraa Selandia Baru, dengan skor 9,4^.

Suatu kenyataan yang menyakiti perasaan keadilan dalam masyarakat, sehingga

memerlukan upaya progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta

harus tetap menjadikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama

bagi pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Keinginan masyarakat akan adanya suatu pembaharuan, inovasi, serta upaya

yang lebih progresif dalam upaya pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi, sebenamya telah ada sejak masa reformasi di Indonesia pada tahun 1998.

Hal ini didorong kenyataan bahwa tindak.pidana korupsi pada masa orde baru

tumbuh dengan subur. Upaya progresif yang lebih berarti dan dianggap sebuah

kemajuan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan oleh

pemerintah dengan mengeluarkan aturan perundang-undangan yang baru

mengenai pembarantasan korupsi, serta pembentukan lembaga baru yang bertugas

untuk memberantas korupsi, yang beraama Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), yang memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan tugas dan

fungsinya memberantas korupsi di Indonesia.

2 www.metrotvnews.com didownload pada tanggal 11 Mei 2010. pukul 15.00 WIB
^ httD://antaranews.com didownload pada tanggal 20 Januari 2010. pukul 11.00 WIB



Aturan perundangan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi, yang memiliki beberapa perbedaan dari aturan Hukum Pidana secara

umum. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dinyatakan bahwa, korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang

sifatnya sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara.^ Bahkan, korupsi

dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonoml masyarakat

secara luas.^

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi sebagai salah

satu penghalang utama bagi tercapainya kesejahteran dan kemakmuran

masyarakat, karena keuangan Negara yang dirugikan oleli tindak pidana korupsi,

seharusnya dapat dipergunakan untuk mensejahterakan m^yarakat dan

memenuhi kepentingan Bangsa dan Negara. Berdasarkan kenyataan tersebut,

maka aturan perundang-undangan baru ini memuat beberapa ketentuan yang

dianggap sebagai suatu pembaharuan dan inovasi, serta merupakan upaya yang

lebih progresif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia.

*Lihat point (a) pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
' Lihat bagian pertimbangan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Aturan pcrundang-iindangan yang bam ini diharapakan dapat membuat

upaya pemberantasan kompsi di Indonesia lebih balk lagi, karena didalamnya

terdapat banyak kelebihan, serta pembaharuan, dari aturan pemndang-undangan

lainya, yang dianggap sebagai suatu kemajuan dalam peraturan mengenai

pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu pembahaman dan inovasi yang

teijadi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang terdapat dalam

aturan pertmdang-undangan ini adalah, pembahaman pengaturan mengenai

pemberlakuan pembalikan beban pembuktian (reversal burden of proof) atau

(omkerijng van de bewijslasl) dalam acara peradilan tindak pidana kompsi. yang

diatur berbeda dengan pengattiran pembalikan beban pembtiktian yang terdapat

pada aturan undang-undang tentang pemberantasan kompst sebelumnya.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan

bahwa, ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian perlu ditambahkan

dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Kompsi sebagai ketentuan yang bersifat ''premium remidium" dan

sekaligus mengandting sifat prevensi kliusus terhadap pegawai negeri. Sedangkan

Pasal 37 menyatakan "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia

tidak melakihcan tindak pidana kompsi"^.

lihat penjelasan umum penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi



Pengaturan tersebut berbeda dengan pengaturan pada undang-undang yang

lama, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi, yang mana telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 17 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan "Hakim dapat

memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan

keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana

korupsi". Selain itu undang-undang lama ini pada Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b,

mengatur persyaratan tertentu tentang pelaksanaan pembalikan beban pembuktian.

dimana keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa

ia tidak bersalah hanya dapat diperkenankan, dalam hal apabila terdakwa

menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu menurut kein.syafan

yang wajar tidak merugikan keuangan, atau perekonomian negara, atau bahwa

perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum'.

Berdasarkan pada pengaturan dalam aturan perundang-undangan tersebut

diatas, terlihat bahwa pelaksanaan pembalikan beban pembuktian dalam peradilan

tindak pidana korupsi sebenamya bertujuan sebagai pembuktian asal usul harta

kekayaan seseorang yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Terdakwa

wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda

' Lihat aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b, yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang

diduga mempimyai hubungan dengan perkara yang di didakwakan.

Jika terdakwa dapat membnktikan bahwa dirinya tidak melakidcan tindak

pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai

dasar untuk menyatakan dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti, sebaliknya

jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang

dengan penghasilanya atau sumber penambahan kekayaanya, maka akan

digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah

melakukan tindak pidana korupsi^^.

Hal ini berarti pembaiikan beban pembuktian menjadi hal yang penting

dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, karena akan sangat berpengaruh

terhadap putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, sama berpengaruhnya

dengan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Putusan

pengadilan tentimya akan berdasarkan pada hasil pemeriksaan pada sidang

pengadilan, dimana putusan tersebut diperoieh hasil dari pertimbangan,

kebijaksanaan dan keyakinanan terhadap alal-alat bukti, dan pemeriksaan saksi-

saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan, dan dalam kasus tindak pidana

korupsi pembaiikan beban pembuktian oleh terdakwa tentunya juga menjadi hal

yang ikut mempengaruhi putusan hakim yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

" Lihat aturan Undang-Undang Nomor Noraor 31 Tahim 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 dan 37 A.



Putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, menunit

cara yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan dalam

Pasal 1 butir 11 KUHAP. Sedangkan untuk penjatuhan putusan pemidanaan,

berdasarkan aturan Pasal 183 KUHAP, hakim baru dapat menjatuhkan pidana

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar teijadi dan terdakwalah yaang

bersalah melakukanya.

Hasil pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi

yang kemudian dinilai oleh hakim, dapat menjadi hal yang menguntungkan bagi

terdakwa jika ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak

pidana korupsi, sebaliknya akan menjadi hal yang merugikan bagi terdakwa

karena ia idak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana

korupsi, maka akan dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada,

bahwa ia telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal

37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian sebenamya merupakan

penyhnpangan terhadap aturan acara peradilan pidana yang berlaku di Indonesia,

karena berdasarkan pada Pasal 66 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, tersangka

atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan menurut

ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa dapat membuktikan bahwa ia

tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal

tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum

masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini

merupakan pembalikan beban pembuktian yang terbatas, karena jaksa masih tetap

wajib membuktikan dakwaannya®.

Pembalikan beban pembuktian juga dipergunakan dalam pembuktian tindak

pidana gratifikasi seperti yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. yang

menyebutkan pembalikan beban pembuktian ini diberlakukan pada tindak pidana

bam tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa

yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana kompsi yang diatur dalam

undang-undang ini. Undang-undang ini menyatakan setiap gratifikasi terhadap

pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap berdasarkan

ketentuan undang-undang ini, dan dapat dipidana, terkecuali jika penerima

melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Kompsi, dan wajib melaporkanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija

terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima'®.

' Lihat Penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lihat ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan Pasal 12 C ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi



Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian banyak menuai pro dan kontra

ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam kaitanya dengan hak asasi manusia

(HAM). Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian dikhawatirkan dapat

melanggar HAM seseorang, karena bertentangan dengan asas praduga tak

bersalah (presumption of innocence), yang mana asas praduga tak bersalah

dianggap sebagai bagian penting dari penegakan dan perlindungan terhadap HAM.

Elwi Danil menyatakan asas ini mengandung aspek kemanusiaan yang sangat

mendasar, dimana seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan

pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya. Jiwa dari asas

praduga tak bersalah secara ekplisit terdapat di dalam "The Universal Declaration

of Human Rights'^ (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disingkat UDHR,

pada Pasal 11 yang merupakan dasar universalitas asas praduga tak bersalah yang

menjiwai ketentuan hukum acara pidana di berbagai Negara", termasuk di

Indonesia sendiri.

Walaupun demikian, banyak pihak menilai pembalikan beban pembuktian

diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena korupsi

telah menjadi tindak pidana yang sangat meresahkan dan merugikan, sehingga

memerlukan sebuah langkah maju yang tepat dan efektif imtuk memberantasnya.

Pembalikan beban pembuktian dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat

dan efektif imtuk memberantas tindak pidana korupsi, hal ini merujuk pada

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pengalaman beberapa

' http://elwidanil.niu1tinlv.com/ didownload pada tanggal 26 Desember 2009, pukul 14.00 WIB



negara, telah cukup untuk membuktikan efektivitasnya dalam penanggulangan

masalah korupsi.

Pengamatan terhadap pengalaman beberapa negara seperti Malaysia,

Singapura dan Hongkong, terungkap bahwa penerapan system tersebut cukup

ampuh dalam menurunkan angka korupsi, sebagaimana yang pemah juga

diungkapkan oleh EIwi Danil'^ . Pemberiakuan pembalikan beban pembuktian

dalam acara peradilan tindak pidana korupsi juga dirasa sangat diperlukan, jika

mengingat selama ini dengan menggunakan sistem pembuktian yang telah ada,

pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi dinilai sangat lambat. rumit dan

sangat susah dilakukan pada sistem birokrasi koniptif^^ seperti yang tegadi pada

birokrasi pemerintahan sekarang ini. Pembalikan beban pembuktian dianggap

sebagai instrument hukum yang dapat membantu pemerintah dan aparat penegak

hukum dalam mempercepat upaya pembarantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia, karena akan sangat membantu dalam proses pemeriksaan dan

pembuktian dan pengukapan tindak pidana korupsi.

Terlepas dari semua kontroversi yang ada, dilaksanakanya pembalikan

beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia pada

dasamya hanya bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pemberantasan

korupsi di negeri ini, selain Juga dalam membantu upaya peningkatan kualitas

tersebut, pembalikan beban pembuktian juga didukung oleh kelebihan-kelebihan

www.Padang Today, com didownload pada tanggal 26 Desember 2009, pukul 14.00 WIB
Legalitas.org artikel hukum pidana, Romly Atmasasmita didownload pada tanggal 26 Desember

2009, pukul 14.00 WIB
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lainya yang dimiliki oleh aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi.

Maka demi mencapai tujuan akan sebuah tindakan pemberantasan korupsi

yang lebih balk, lebih efektif dan berkualitas, segala aturan dan ketentuan, yang

telah diatur oleh aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi,

harus dilaksnakan dengan baik dan benar sebagaimana yang diatur oleh undang-

undang tersebut. Namun tidak ada jaminan bahwa dalam pengaplikasian

pembalikan beban pembuktian di sidang pengadilan, pelaksanaanya akan beijalan

dengan baik, dan dapat mencapai tujuanya, serta belum dapat dipastikan apakah

pembalikan beban pembuktian memang memiliki pengaruh terhadap setiap

putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa tindak

pidana korupsi.

Berlatar belakang keadaan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih

jauh lagi permasalahan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, khusunya

dalam kaitanya dengan putusan pemidanaan dalam peradilan tindak pidana

korupsi, khususnya dalam kaitan dengan putusan pemidanaan disidang

pengadilan, karena pelaksanaan pembalikan beban pembuktian memiliki

pengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas pemberantasan tindak pidana

korupsi di Indonesia.
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• Adapun judul yang penulis angkat terkait masalah pelaksanaan pembalikan

beban pembuktian ini iaiah : PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat dirumuskan pennasalahan sebagai berikut:

1. Bagalmanakah pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada peradilan

tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ?

2. Apakah peranan pembalikan beban pembuktian bagi hakim dalam peradilan

tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembalikan beban pembuktian

pada peradilan tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui apakah peranan pembalikan beban pembuktian bagi

hakim dalam peradilan tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dalam hal menjawab

keingintahuan terhadap masalah yang penulis teliti, serta dapat menunjang

perkembangan ilrau hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

12



2. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca

hasil penelitian ini.

E. Kcrangka Teoritis dan Konscptual

1. Kcrangka Teoritis

Dalam penuHsan skripsi Ini dibutuhkaii suatu kerangka teoritis yang

dijadikan sebagai iandasan teori serta pikiran dalam membicarakan masalah

pembalikan beban pembuktian dalam kaitanya dengan peradilan tindak pidana

korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut akan diajabarkan kerangka teori

yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, yakni mengenai pembuktian dan

putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap pelanggaran aturan

hukum pidana, erat kaitanya dengan fungsi dan tujuan dari hukum acara

pidana, yakni untuk mencari kebenaran dari suatu perkara pidana'''. Proses

pembuktian merupakan salah satu tahapan penting dalam upaya untuk

mencari kebenaran tentang suatu perkara pidana, yang dilakasanakan dalam

sebuah peradilan pidana dengan tujuan mencapai tujuan dari Hukum Acara

Pidana tersebut.

Pasal 183 KUHAP berbunyi:

" .Andi. Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Arikha Media Cipta, him 9
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Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apablla
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah la memperoleh key^nan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar teijadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.

Berdasarkan aturan pasal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa,

adanya alat bukti saja tidak cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pada

bagi seseorang, akan tetapl hakim juga perlu memperoleh keyakinan dari alat

bukti tersebut, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah teijadi, dan

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tereebut'^

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut juga dapat diketahui

bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian

menurut undang-undang yang bersifat negatif'^ (negatief wettelijke bcwijs

theorie), sistem pembuktian ini disebut berdasarkan undang-imdang karena,

untuk pembidctian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan

banyaknya alat bukti yang hams ada, dan disebut negatif karena adanya jenis-

jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang

tersebut belum dapat membuat hakim menjatuhkan pidana bagi seorang

terdakwa, ka-^na hakim belum mendapatkan suatu keyab'nan dari jenis-jenis

dan banyaknya alat bukit tersebut^'. Sedangkan alat bukti yang sah menumt

Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

a. Keterangan saksi

PAJ^. Lamintang, 1984, Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan PembahasanSecara Yuridis
menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandimg: Sinar Bam, him 420

'®/ftW.,hlm421
"Ibid,.
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b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petimjuk

e. Keterangan terdakwa

Sistem pembukitan ini merupakan bahagian dari teori pembuktian

berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis atau teori pembuktian bebas,

dimana seorang Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak

berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada

peraturan-peraturan pembuktian tcrtentu'^, maka jelaslah bahwa teori ini telah

terdapat dalam aturan yang diatur oleh KUHAP.

Pada proses peradilan tindak pidana korupsi, aturan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahtm 2001 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Pasal 37 dan Pasal 37 A

menyatakan bahwa dalam proses pembuktian terdakwa berhak untuk

membuktikan baliwa ia tidak melakukan korupsi, jika terdakwa dapat

membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka

pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk

menyatakan dalcA^aan terhadap terdakwa tidak terbukti, sebaliknya jika

terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang

dengan penghasilanya atau sumber penambahan kekayaanya, maka akan

" Aodi. Hamzah, Op.cit, him 299
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digimakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa

telah melakukan tindak pidana korapsi.

2. Kerangka Konseptual

Dalam upaya mempeqelas serta menjadikan terarahnya penulisan skripsi

ini diperlukan adanya kerangka konseptual, di samping adanya kerangka

teoritis. Pada bagian kerangka konseptual ini akan diuraikan beberapa istilah

yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain:

a. Pelaksanaan

Adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan. Atau dapat

Hikatfllcan kegiatan menjalankan atau melakukan suatu perbuatan.'^

b. Pembalikan beban pembuktian

Berdasarkan pengaturan undang-undang mengenai pembalikan beban

pembuktian, pembalikan beban pembuktian adalah pembalikan beban

pembuktian terhadap terdakwa, dimana terdakwa berhak membuktikan

bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi yang

didakwakan terhadap dirinya^®.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus BesarBahasa Indonesia,
cetakan 10, Jakarta: Balai Pustaka, him. 554.
Lihat ketentwan Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 teotang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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c. Tindak Ptdana

Adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

pidana^'. Lamintang, dengan mengutip Professor Pompe mengatakan bahwa

"tindak Pidana atau (strajhaar feit) itu sebenamya adalah tidak lain daripada

suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum"^.

Tindak Pidana (strq/haar feit) memiliki unsur-unsur subjektif dan

unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-

unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu

segala sesuatu yang terkandimg di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud

dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-imsur yang ada hubimganya

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si

pelaku harus dilakukan^.

Mengenai tindak pidana umum diatur dalam buku kedua Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan, sedangkan

tindak pidana konipsi termasuk tindak pidana khusus, karena berdasarkan

pengartian tindak pidana khusus, yakm tindak pidana yang tidak

dikodifikasikan, yaitu tindak pidana yang diatur dalam aturan perundang-

undangan yang bersifat khusus diluar dari KUHP^.

22

23

24

^ Moeljatno, 2002, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta :Rineka Cipta, him 55.
PA.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandving: Sinar Bam, hlml74
/6W,haIainanll
Ibid, halamanl84
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d. Korupsi

Andi Hamzah dengan mengutip Fockema Andreae, menyebutkan

bahwa, kata korupsi berasal dari bahasa latin corruplio atau corruptus

(Webster Student Dictionary:1960). Selanjutnya disebutkan bahwa

corruptio itu berasal dari kata corrumpere, suatu latin yang lebih tua. Dari

bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu

corruption, corrupt; Francis, yaitu corruption, dan Belanda corruptie

(korruptie), dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke dalam bahasa

Indonesia yaitu "korupsi"^^.

Secara harfiah Korupsi dapat kita artikan sebagai penyelewangan atau

penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Sedang kata "korup" berarti busuk, rusak, busuk, suka memakai barang

(uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya)

untuk kepentingan pribadi.^

Aturan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

menyebutkan pengertian korupsi dalam BAB II pasal 2 ayat (1) Yaitu

"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Andi Hamzah, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,
Jakarta: Fl'.Raja Grafindo Persada, him 4
Kiisna Harahap, op. cit., him I
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27
Ibid,

keuangan Negara atau perekonomian Negara". Berdasarkan pengertian

tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang

2. Melawan hukum

3. Memperkaya diri sendiri atau orang Iain atau suatu korporasi

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Kata "setiap orang" sebagai pelaku tindak pidana korupsi memberi

makna bahwa pelaku tindak pidana bisa siapa saja, tidak hams berstatus

sebagai pegawai negri sipil saja. Frasa "secara melawan hukum" sebagai

salah satu unsur tindak pidana kompsi, seperti dalam pasal 2 ayat (1) 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

pemberantasan tindak pidana kompsi, memberi makna berbeda karena

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan istilah tersebut tidak hanya

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga dalam

arti materil. Dengan demikian walaupun suatu perbuatan tidak diatur dalam

suatu perturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka

perbuatan tersebut dapat saja dipidana^'.

Sementara itu kata "dapat" sebelum frasa "memgikan keuangan dan

perekonomian Negara" di dalam mmusan seperti dalam pasal 2 ayat (1) 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
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pemberantasan tindak pidana korupsi, menimjukan bahwa tindak pidana

korupsi merupakan delik formil. Arinya, adanay tindak pidana formil cukup

dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan

timbulanya akibat dari perbuatan, jadi kerugian Negara langsung maupun

tidak langsung dianggap merugikan Negara apabila tuduhan tersebut

berpotensi merugiakn keuangan Negara^®.

F. Mctode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka pendekatan

masalah yang dipergunakan adalah pendekatan masalah Yuridis Sosiologis,

yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah

dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan

positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan

implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian

dilaksanakan terhadap hukum perilaku yang deskripti^', artinya penelitian

ditujukan untuk memperoleh saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan

untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

23
/AW., him 3

Penelitian Hukum, Univeisitas Indonesia (Ul-Press),
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2. Jenis dan Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis membutuhkan jenis data sebagai

berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum inl mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat

terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu daiam

pelaksanaan penelitian yang dilakukan^", diantaranya berupa:

a. KUHP

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahim 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahim 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer

yang dipergunakan, serta membantu dalam menganalisa dan

memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah

berupa hasil telaah kepustakaan dari buku, makalah, jumal, karya tulis

dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan^'.

30

Ibid,
/Arc£,hlmSl
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3. Bahan Hukiim Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang membcrikan

informasi, petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum

sekunder^^, yaitu berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan daiam penelitian, penulis

melakukan:

A. Penelitian Kepustakaan (Library Research )

Dalam melaksanakan penelitian kepustakaan ini diperoleh bahan

hukum berupa data sekunder.

B. Penelitian Lapangan ( Field Research )

Dalam penelitian lapangan, penulis melaksanakan penelitian di

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dalam upaya memperoleh

serangkaian data primer yang dibutuhkan terkait Pelaksanaan Pembalikan

beban pembuktian Dalam Kaitanya Dengan Putusan Pidana Pada

Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen
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Melalui studi dokumen didapatkan data tentang bagaimana

pelaksanaan Pembalikan beban pembuktian di Pengadilan Negeri KeJas I

A Padang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi testruktur dengan menggunakan

pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Hakim di

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

4. Analisa Data

Data yang telah didapatkan dan diolah selanjutnya dianalisis dengan

menggunzikan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, data yang telah

diolah, dinilai, dan ditelaah dengan bantuan berbagai literatur atau bahan-

bahan yang lerkait untuk kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

Kesimpulan yang diperoleh akan dijabarkan berupa penulisan deskriptif.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, TINDAK PIDANA

KORUPSI, DAN PUTUSAN HAKIM

A. Tinjauan Umum tentang Pcmbuktian

1. Pengcrtian Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti

a. Pengcrtian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang artinya dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa,

sedangkan kata "membuktikan" diartlkan sebagai memperllhatkan bukti atau

meyakinkan dengan bukti, pembuktian sendiri memliki arti sebagai "proses,

perbuatan, cara membuktikan, atau cara untuk menunjukan benar atau salahnya

si terdakwa dalam sidang pengadilan"^^.

Pengcrtian pembuktian meniunt Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

(KUHAP) tidak dijelaskan secara eksplisit pada pasal tertentu, namun tersebar

pada satu bab khusus mengenai pembuktian dan putusan dalam acara

pemeriksaan biasa, yakni pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.

Sedangkan R. Subekti menyatakan, yang dimaksud dengan membuktikan ialah

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan^''.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. C»/., him 152.
" R. Subekti, 2007, Hukum Pembubian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, him 1
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Menurut Yahya Harahap, pengertian pembuktian adalah ketentuan-

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tentang cara-cara yang

dibenarkan undang-undang membuktian kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur aiat-alat bukti

yang dibenarkan oleh undang-undang dan dinyatakan boleh dipergunakan

dalam sidang pengadilan. Dalam pembuktian, hakim yang membuktikan

kesalah terdakwa, berdasarkan alat bukti tersebut^^.

Dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah keseluruhan upaya dan

kegiatan untuk menemukan benar atau tidaknya suatu peristiwa, pada sebuah

sidang pengadilan. Pembuktian harus berdasrkan aturan penmdang-imdangan

yang telah menentukau bahwa pembuktian dilakukan berdasarkan alat-alat yang

sah menurut undang-undang, yang peda akhimya dari hasil pembuktian

tersebutlah hakim membuat suatu putusan atau vonis.

b. Macam-macam Alat Bukti

Alat-alat bukti yang sah untuk dihadirkan pada sidang peradilan pidana,

diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang

menyatakan alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan Saksi

b. Keterangan Ahli

c. Surat

33 Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika
blm 252
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d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pengaturan KUHAP tersebut, kita perlu memahami hal-hal

yang berkaitan dengan masing-masing alat bukti diatas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan keterangan saksi adalah ;

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari
saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuanya itu".

Berdasarkan pengaturan pasal di atas dapat dianytakan bahwa unsur

penting dan keterangan saksi ialah keterangan dari orang, dag mengenai

suatu peristiwa yang didengar sendiri dan dialami sendiri. Sedangkan

pengaturan mengenai siapa yang disebut saksi, terdapat dalam Pasal 1 butir

26 KUHAP yang menyatakan :

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendir dan ia alami sendiri".

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan keterangan ahli adalah :

"Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus
tentang hal yang diperlukan untuk memebuat terang suatu perkara pidana
guna kepentingan pemeriksaan".

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara

keterangan saksi dengan keterangan ahli adalah, pada keterangan ahli
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pemberi keterangan adalah seorang yang memiliki keahlian khusus,

sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan.

c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah sebagimana yang disebutkan di atas,

menurut Pasal 187 KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan

dengan sumpah, dan surat tersebut adalah :

a. Berita acara dan surat lain dalm bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang atau yang dihadapanya, yang

memuat keterangan tentang kejadlan atau keadaan yang didenganr,

dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas

dan tegas tentang keteranganya itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan penmdang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

teimasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggimg jawabnya dan

yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu

keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahlianya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan

yang diminta secara resmi.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan

isi dari alat pembuktian yang I^.
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Surat-surat yang dimaksud dalam huruf a dan b merupakan surat-surat

yang biasanya disebut sebagai akta-akta resmi atau qfficiele akten berupa

akta-akta otentik atau authentieke akten ataupun akta-akta jabatan atau

ambtelijke akten. Dapat dimasukan kedalam pengertian huruf a yaitu

misalnya akta notaris, atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan

contoh hurf b adalah, sertifikat tanah, berita acara pemeriksaan di tempat

kejadian yang dibuat oleh penyidik atau putusan pengadilan yang dibuat

oleh majelis hakim yang mengadili seorang terdakwa^^.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan petimjuk sebagai perbuatan,

atau kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara satu

dengan yang Iain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan

bahwa telah teijadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada ayat (2)

pasal tersebut dinyatakan bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan saksi,

surat, keterangan terdakwa.

Mengenai kekuatan pembuktian suatu petunjuk, pada ayat (3)

dijelaskan bahwa kekuatan dari suatu petunjuk dalam keadaan tertentu

dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijksana, setelah mengadakan

pemeriksaan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati

nuraninya.

P.A.F Lamintang, KUab Vndang-Vndang Acara Pidana dengan PembahasanSecara Yuridis
Menurul Yurisprudensi dan Hmu Pengethauan Hukum Pidana, Op. Cit., him 435.
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e. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan

terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada ayat (2)

disebutkan keterangan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat digunakan

untuk membantu menemukan barang bukti di sidang, asalkan ketemgan

tersebut didukung alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang

didakwakan kepadanya. Ayat (3) menyatakan bahwa keterangan terdakwa

hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak

cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya, meiainkan hams disertai dengw alat bukti yang lain.

Pengertian terdakwa diatur dalam Pasal I butir 15 KUHAP yang

menyebutkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dltuntut, diperiksa

dan diadili di sidang pengadilan.

Pada peradilan tindak pidana kompsi, selain menggunakan alat bukti

yang sah sebagimana yang ditentukan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang

Acara Pidana (KUHAP), juga dapat dihadirkan alat bukti lain yang tidak

terdapat dalam aturan KUHAP. Alat-alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 26

A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana aturan
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dalam pasal ini memperluas pengertian biikti petimjuk yang sebeliminya telah

diatur dalam Pasal 188 KUHAP

Pasal 26 A tersebut menyatakan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat

dipcroleh dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim,

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa

dengan itu. Serta dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang

dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau

tanpa baotuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa

pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,

suara, gambar, peta, rancangan, foto, hunif, tanda, angka, atau perforasi yang

memiliki makna.

2. Sistem Pembuktian dalam Proses Peradilan Tindak Pidana di Indonesia

Pembuktian merupakan bagian pentlng dalam hukum acara pidana,

termasuk dalam proses peradilan pidana di sidang pengadilan nantinya. Pada

proses pembuktian ini Hak Asasi Manusia dipertaruhkan, diamana jika ia

berdasarkan minimal 2 alat bukti yang beserta keyakinan hakim terbukti

melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi hukuman berupa pidana,

begituu juga sebaliknya. Namun bagaimana jika sebenamya ia tidak

melakukan tindak pidana, tetapi ia tetap dijatuhi pidana, ataupim sebaliknya.

Oleh Karena itu, hukum acara pidana bertujuan imtuk mencari kebenaran

KPK, roelalui http: // www.kpk.org didnwnlnad paHa tanggal 10maret2010Jam 11.00 WIB.
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materiel, yang dapat tercapai melalui proses pembuktian. Maka, perlu ada

sistem pembuktian yang jelas sebagai pedoman dan dasar dalam

melaksanakan pembuktian di pengadilan.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menimjukkan, bahwa ada

beberapa system atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan.

Sistem atau-teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat

(Negara), dimana sistem atau teori tersebut adalah sebagai berikut^®:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Postif

(posilief wettelijke bewijs theorie)

Sistem pembuktian ini didasarkan pada alat-alat bukti yang

disebutkan oleb undang-imdang, dan disebut sebagai sistem atau teori

pembuktian berdasarkan undang-undang secara postif, disebut secara positif,

karena hanya didasarkan kepada imdang-undang melelulu. Artinya jika telah

terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-

undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (conviction

intime)

Teori ini didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim, dalam

menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan

terhadapnya. Dengan system ini pemidanaan dimimgkinkan tanpa

didasarkan kepada alat-alat bukti dalam imdang-imdang. System ini

Andi. Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit., him 295-304.
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memberikan kebebasan kepada hakim terlalu bear, sehingga sulti diawasi.

Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan

pembelaan.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan

yang Logis (laconviction raisonnee)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah

berdasar keyakinanya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan

kepada peraturan-peraturan tertentu. System atau teori in! disebut juga

sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-

alasan keyakinaimya (yrije bewijstheorie).

d. Sistem atau Teori Pembuktian yang Berdasar Undang-Undang secara

negative (negatief wettelijke bewijs theorie)

Dalam teori ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian

berganda (dubbel en grondslag), yaitu pada peraturan perundang-undangan

dan pada keyakinan hakim, dan menurut menurut imdang-undang, dasar

keyakinan hakim tersebut bersumberkan pada peraturan penmdang-

undangan.
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Berdasarkan bunyi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, dapat

diketahui bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem atau teori

pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negative {negatief

wettelij'ke bewijs theorief^.

Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar teijadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya".

3. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada tindak pidana korupsi selain menggunakan sistem pembuktian

yang diatur di dalam KUHAP, juga diberlakukan sistem pembalikan beban

pembuktian (reversal burden ofproof) atau (omkerijng van de bewijslasf)

yang diatur dalam Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahtm 1999

jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang

menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa

dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan

terhadap dirinya.

Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan

tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan

sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti.

P.A.F. Lamintang, Kilab Undang-Undang Acara Pidana dengan PembahasanSecara Yuridis
menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Op. Cil,. him 421
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Sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang

tidak seimbang dengan penghasilanya atau sumber penambahan kekayaanya,

maka akan digimakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa

terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangan di dalam masyarakat sekarang ini, pembalikan

beban pembuktian, dikenal luas dengan istilah pembuktian terbalik. Istilah

pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang

dengan mudah dapat dicema pada permasaiahan yang menyangkut tindak

pidana korupsi, termasuk dianggap sebagai salah satu solusi pemberantasan

tindak pidana korupsi itu sendiri. Menurut pendapat Andi Hamzah, istilah ini

sebenaranya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal'*^. Dan sisi

bahasa dikenal sebagai "omker'mg van het bewijslasi" atau "reversal burden

ofproof yang bila secara bebas diteijemahkan menjadi pembalikan beban

pembuktian. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang

bias apabila diteijemahkan sebagai pembuktian terbalik.

Disini ada suatu beban yang diletakkan kepada salah satu plhak, yang

secara universalistis terletak pada penuntut umum, namun mengingat adanya

sifat kekhususan yang sangat mendesak maka beban pembuktian tersebut

tidak diletakan lagi pada diri penuntut umum, letapi kepada terdakwa. Proses

pembalikan beban dalam pembalikan beban pembuktian inilah yang kemudian

40 Indriyanio seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, him 277
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dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian, yang bagi masyarakat awam

hukum (lay-man) cukup dikenal denga istilah pembalikan beban pembuktian'".

Pembuktian terbalik tanpa kata "beban" dapat ditafsirkan tidak adanya

beban pembuktian dari terdakwa, sehingga bisa saja ditafsirkan secara harfiah

yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti saja. Namun demikian

terlepasa dari adanya polemik tersebut, publik cukup mengenal istilah

pembuktian terbalik sebagai bahagian dari proses terobosan hukum dalam

rangka mempermudah memperoleh alat bukti dalam perkara tindak pidana

korupsi, yang diproses di pengadiian"'^.

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem

pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum

acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formil, baik sistem Eropa

Kontinental maupun Anglo-saxon, mengenal pembuktian dengan tetap

membebankan kewajibanya kepada jaksa penuntut umum, hanya saja pada

kasus-kasus tertentu diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang

bersifat beda, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal

dengan "reversal burden of proof atau "omkering van het bewijslast",

itupim tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi memiliki batas-batas yang

/AW, him 278
"ibid
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seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan

dan pengahargaan Hak Asasi Manusia, khususnya kepada terdakwa^^.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi dan Putusan Hukum dalam Perkara

Pidana

1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus (Webster

Student Dictionary: I960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal

dari kata corrumpere, suatu latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut

turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt,

Francis, yaitu corruption, dan Belanda corruptie (korruptie), dari bahasa

Belanda inilah kata itu turun ke dalam bahasa Indonesia yaitu "korupsi"*".

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan koruspi sebagai

"penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk

keuntungan pribadi atau orang lain"*^.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian mengenai korupsi

sebagai kebejatan, penyimpangan, atau noda adanya penuninan nilai,

integritas, kebajikan, atau prisnip moral, tindakan melakukan sesuatu dengan

maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang tidak konsisten dengan

Ibid., him 278-279
u Andi Hamzah, Pemberantasan Koruspi Melaiui Huhim Pidana Nasional dan Intemasionai, Op. Cit
h!mA-5

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., him 527
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tugas resmi dan hak orang lain, yang dilakukan oleh pemegang amanah atau

keperluan resmi sebuah instansi atau kantor, dengan tujuan mendapatkan

beberapa manfaat baik secara pribadi atau bersama orang lain''^.

Secara harfiah Korupsi dapat kita artikan sebagai penyelewangan atau

penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedang

kata "korup" berarti busuk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang

dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya) untuk

kepentingan pribadi^'.

Gumal Myrdal memberikan pengertian korupsi sebagai berikut'*®:

Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan
dengan aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaba teitentu
untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan l^ya seperti
penyogokan.

Sedangkan menurut Helbert Edelherz korupsi adalah'*' :

Suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan
secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung serta menghindari
pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan
bisnis/keimtungan pribadi

Dalam pandangan Islam korupsi termasuk perbuatan fasad r*3u

perbautan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategoriKan

melakukan jinayah kubro (dosa besar) dan hams dikenai sanksi dibunuh,

** Bryan A Gamer, 2004, Black's Law Dictionary Abriged 8^ Edition, West a Thomson Business;
USA him 294

^^Krisna Harahap, Op. Cit., him I
** Ennansjah Djaja, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jalcarta; Sinar Grafika, him 7.
*^Ibid., him 8
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disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan

kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan dengan kaki kanan) atau diusir.

Dalam konteks ajaran islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan

yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntanbiiitas (al-

amanah) dan tanggung jawab, dimana sekali-kali amat dikutuk Allah SWT.^"

Atiuan perundang-undangan mengenai korupsi mendefenisikan tindak

pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan:

Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan pada aturan undang-undang diatas, pertama kali dimuat dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahxm 1971, yang

kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat perbedan rumusan pada

kedua undang-undang tersebut, yakni masuknya kata "dapat" sebelum unsur

"merugikan keuangan atau perekonomian Negara" pada Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999, dan sampai dengan saat ini, pasal ini tcrmasuk yang

paling banyak digunakan untuk memidana koruptor^'.

so Mansyur Semma, 2008, Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis alas Negara, Manusia
Indonesia, dan Perilaku Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia him 33
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk

Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), him 23.
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Berdasarkan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang

terdapat pada Pasal 2 ayat (1) di atas, maka terlihat bahwa tindak pidana

korupsi merupakan delik formil. Hal inl dijelaskan pada penjelasan Pasal 2

ayat (1) yang menyatakan:

Dalam ketentuan inl kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan
negara atau perekonomlan negara" menunjukan bahwa tindak pidana korupsi
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan
dipenuliinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan
timbulnya akibat

Ketentuan bahwa tindak pidana korupsi memang merupakan delik

fonnil, juga ditegaskan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dinimitskan secara
tegas sebagai tindak pidana ibrmil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian.
Dengan rumusan secra formil yang dianut dalam Undang-Undang ini,
meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tetap tindak
pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Sedangkan aturan undang-undang yang lama, yakni pada Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a mengatur bahwa

tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap

telah terbukti dengan dengan ditimbulkanya akibat yang dilarang dan diancam

dengan hukuraan oleh undang-undang'^.

Dirumuskanya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai delik formil, maka

adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomlan negara tidak

"/W</.lilm28
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harus sudah teijadi, karena yang dimaksud dengan delUc formil adalah delik

yang dianggap telah selesai dengan dilakukanya tindakan tindakan yang

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan

demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak

pidana korupsi seperti yang ditentukan Pasal 2 ayat (1), tidak diperlukan

adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah teijadi

kerugian keuangan atau perekonomian negara^^.

Mengenai pelaku dari tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (I) telah

menentukan adalah "setiap crang". Dalam pasal tersebut tidak ditentukan

adanya suatu syarat, misalnya syarat pegawai negeri yang harus menyertai

"setiap orang" yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh

karena itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam

Pasal 1 angka 3, maka pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam

Pasal 2 ayat (1) dapal terdiri atas orang perseorangan, dan/atau koiporasi^.

b. Bcntuk-bcntuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi telah

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi berdasarkan pengertian yang

33R. Wiyono, 2009, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika,
him 27-28
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diberikan oleh undang-xmdang tersebut, pada dasamya dapat di kelompokan

sebagai berikut^^:

1. Kenigian keuangan negara

a. Melawan hukimi untuk memperkaya diri dan dapat merugikan

keuangan negara. Hal inl termuat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang

2. Memperkaya diri sendiri, orang Iain atau suatu korporasi.

3. Dengan cara melawan hukum

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat

merugikan keuangw negara. Hal ini termuat dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Adapun unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Suap-menyuap

a. Menyuap Pegawai Negeri. Hal ini termuat dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 209

ayat (1) angka 1 KUHP, yang dimjuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c

Undang-undang Nomor 3 tahim 1971, dan Pasal 5 Undang-imdang

" Komisi Pemberantasan Korupsi, Op. Cil., him 16-17
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nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian

dinunuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun unsur-imsumya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang

2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu

3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu

dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

b. Menyuap Pegawai Negeri. Termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Setiaporang

2. Memberi sesuatu

3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan

dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam

jabatannya.

0. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya adalah

korupsi. Rumusan hal ini termuat pada Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-unsumya sebagai berikut:

1. Setiaporang

2. Memberi hadiah atau janji

3. Kepada pegawai negeri

4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat

pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiAb atau

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

d. Pegawai Negeri meneriraa suap. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah
sebagai berikut:
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1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Menerimapemberian ataujanji

3. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a

dan huruf b.

e. Pegawai Negeri raenerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Menerimahadiah ataujanji

3. Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkannya agar melakukan atau tidak meiakukan

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya.

4. Patut didijga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

f. Pegawai Negeri menerima suap sesuai rumusan Pasal 12 huruf b

Undang-Undang Nomor 20 Tahim 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Menerima hadiah

3. Deiketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat

atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan diberikan

sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tldak-

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya.
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g. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubimgan dengan

jabatannya sesuai dengan Rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor

20Tahun2001 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Unsnr-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri

2. Menerima hadiah ataujanji

3. Diketahuinya

4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan

hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

h. Menyuap hakim sesuai dengan Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Memberi atau menjanjikan sesuatu

3. Kepada Hakim

4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepadanya untuk diadili

i. Menyuap advokat sesuai dengan Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Memberi atau menjanjikan sesuatu

3. Kepada advokal yang menghadiri siding pengadilan

4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
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j. Hakim dan advokat menerima suap sesuai dengan rumusan Pasal 6

ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya

adalah sebagai berikut:

1. Hakim atau advokat

2. Yang menerima pemberian atau janji

3. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

dan huruf b.

k. Hakim menerima suap sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf c

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Hakim

2. Menerima hadiah atau janji

3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepadanya untukk diadili.

I. Advokat menerima suap sesuai dengan rumusan Pasal 12 humf d

Undang-Undang Nomor 20 Tahim 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Advokat yang menghadiri siding di pengadilan

2. menerima hadiah atau janji

3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

diberikan berhubung dengan perkara yang diserahlcan kepada

pengadilan untuk diadili

3. Penggelapan dalamjabatan

a. Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapkan

sesuai dengan rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001. Unsur-unsumya adalah sebagai berikut:
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1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan ummn secara terus

menerus atau untuk sementara waktu.

2. Dengan sengaja

3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau

membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam

melakukan perbuatan itu.

4. Uang atau surat berharga

5. Yangdisimpankarenajabatannya.

b. Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrative

sesuai dengan nimusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahim

2001 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-

unsumya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-

menerus atau untuk sementara waktu

2. Dengan sengaja

3. Memalsu

4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus imtuk pemerikasaan

administartif.

c. Pegawai negeri merusak bukti sesuai dengan rumusan Pasal 10 huruf a

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-unsumya adalah sebagai

berikut:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-

menerus atau imtuk sementara waktu.

2. Dengan sengaja
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3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai

4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang

berwenang

5. Yang dikuasai karenajabatan.

d. Pegawa: negeri membiarkan orang Iain merusakkan bukti sesuai

dengan rumusan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 yang dirujuk dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999. Unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negcii atau orang selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-

menerus atau untuk sementara waktu.

2. Dengan sengaja

3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai.

4. Barang akta, surat, atau dailar sebagaimana disebut pada Pasal

10 huruf a

e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti sesuai dengan

rumusan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

dirujuk Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-

unsumya adalah sebagai berikut;

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-

menenis atau untuk sementara waktu

2. Dengan sengaja

3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai.
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4. Barang, akta, surat, atau daftar, sebagaimana disebut dalam

Pasal 10 huruf.

4. Pemerasan

a. Pegawai negeri memeras sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf e UU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

3. Secara melawan hukum

4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau

menerima pembayaran dengan potongan atau untuk

mengeijakan sesuatu bagi dirinya.

5. Menyalahgunakan kekuasaan.

b. Pegawai negeri memeras sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf g

Undang-Undang Nomor 20 Tahim 2001. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara

2. Padawaktumenjalankantugas

3. Meminta atau menerima pekeijaan, atau penyerahan barang

4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya

5. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

c. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain sesuai dengan

rumusan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

2. Pada waktu menjalankan tugas.

3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran.
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4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain

atau kepada kas umum.

5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya

6. Dlketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan curang

a. Pemborong berbuat curang sesuai dengan rumusan Pasal 7 ayat (1)

hunif a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya

adalah sebagai berikut:

1. Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan

2. Melakukan perbuatan curang

3. Pada waktu membuat bangiman atau menyerabkan bahan

bangiman

4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan

barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang sesuai dengan

rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Unsur-imsumya adalah sebagai berikut:

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan

bangunan.

2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu

membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan.

3. Dilakukan dengans sengaja

4. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a

c. Rekanan TNI/POLRI berbuat curang sesuai dengan rumusan Pasal 7

ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-

unsumya adalah sebagai berikut:

I. Setiap orang
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2. Melakukan perbuatan curang

3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau

Kepolisian Negara TNI

4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan

parang.

d. Pengawas rekanan TNI/POLRI berbuat curang sesuai dengan rumusan

Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Unsur-unsumya adalah sebagai berikut;

1. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan

TNI dan atau Kepolisian Negara RI

2. Membiarkan perbuatan curang

3. Dilakukan dengan sengaja

e. Penerima Barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang sesum

dengan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahim

2001. Unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangmian atau orang

yang menerima penyerahan barang keperluan TNI/POLRI.

2. Membiarkan perbuatan curang.

3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan

huruf c.

f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang

lain sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001. Unsur-imsumya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara

yang diatasnya ada hak pakai.

3. Seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan.

4. Telah merugikan yang berhak.
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5. Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan

peraturan penmdang-undangan.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, pegawai negeri turut serta dalam

pengadaan yang diurusnya sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf I

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah sebagai

berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Dengan sengaja

3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan,

pengadaan, atau persewaan.

4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian

ditugaskan imtuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi, Pegawai Negeri menerima gratiiikasi dan tidak melapor ke

KPK, sesuai dengan rumusan Pada Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU No.20

Tahun 2001. Unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Menerima gratifikasi

3. Yang berhubungan dengan jabatan dengan kewajiban dan

tugasnya

4. Penerlmaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam

jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratitikasi.
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Selain bentuk tindak pidana korupsi di atas, masih ada tindak pidana lain

yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain tersebut

lertuang pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang terdiri atas^^ :

1. Merintaiigi proses pemeriksaan perkara korupsi, diatur dalam Pasal

21. Unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang

2. Dengan sengaja

3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan

4. Secara langsung atau tidak langsung.

5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dl siding terdakwa

maupim para saksi dalam perkara korupsi.

2. Tidak memberi keterangan atau member! keterangan yang tidak

benar, diatur oleh Pasal 22 jo Pasal 28. Unsur-unsumya adalah

sebagai berikut:

1. Tersangka

2. Dengan sengaja

3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan

palsu.

4. Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda isteri/

suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap

orang atau koiporasi yang diketahui atau patut diduga-

mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang

dilakukan tersangka.

56Ibid., him 17
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3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, diatur

dalam Pasal 22 jo Pasal 29.Unsur-imsumya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang ditugaskan oleh Bank

2. Dengan sengaja

3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan

paJsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi

keterangan paisu, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 35. Unsur-unsumya

adalah sebagai berikut:

1. Saksi atau ahli.

2. Dengan sengaja

3. , Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan

yang isinya palsu.

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan

atau memberi keterangan palsu, diatur pada Pasal 22 jo Pasal 36.

Unsur-unsumya sebagai berikut;

1. Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau

jabatannya, yang diwajibakan menyimpan rahasia.

2. Dengan sengaja

3. Tidak memberikan keteranga atau memberikan keterangan

yang isinya palsu.

6. Saksi yang membuka identitas pelapor, diatur dalam Pasal 24 jo

Pasal 31. Unsur-unsumya adalah sebag^ berikut:

1. Orang yang ditugaskan oleh Bank
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2. Dengan sengaja

3. Tidak memberikan keterangan atau memberikaii keterangan

palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

2. Sanksi Pidana dalam tindak Fidana Konipsi

Pada penjelasan irnium Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di sebutkan bahwa, demi mencapai

tujuan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana

korupsi, maka undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda

dengan ketentuan undang-undang sebelumnya, yakni menentukan ancaman

pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana

mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, undang-undang ini

memuat juga pidana penjara bagi pclaku tindak pidana korupsi yang tidak

dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi semula seragam dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimana kemudian undang-undang ini

telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada undang-undang lama ini, semua

jenis tindak pidana korupsi, baik yang bobotnya lebih ringan termasuk tindak

pidana korupsi berkualifikasi diancam dengan pidana yang sama, yaitu pidana

penjara maksimum seumur hidup dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah^'.

" Andi Hamzah, Pemberaniasan Koruspi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Inlernasional, Op. Cit
hlm\n.
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Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, diadakan pemberdaan ancaman pidana baik pidana

peojara maupun denda sesuai seseuai dengan bobot tindak pidana termasuk

kulilikasinya. Dengan demikian, ada yang diancam dengan pidana penjara

iebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup,

seperti dalam Pasal 2, dan denda maksimum 1 miliar rupiah. Dalam keadaan

tertentu dapat dijatuhi pidana mati sbagaimana daitur Pasal 2 ayat (2),

diamana keadaan tertenu ini diatur penjelasan yang semestinya pada

penjelasan pasal ini, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001^^.

Berbeda dengan denga sistem KUHP yang tidak mengenal ancaman

pidana minimum khusus, Undang-Undang Nomor 31 Tahim 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkcnalkan ancaman pidana

minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda, dimana

rincianya sebagai berikut^':

1. Pasal 2, minimum penjara 4 tahun dan denda minimum 200 juta

rupiah

2. Pasal 3, minimum pidana penjara 1 tahun dan/atau denda

minimum 50 juta rupiah.

3. Pasal 5, minimum pidana penjara 1 tahun dan/atau denda

minimum 50 juta rupiah.
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4. Pasal 6, minimum pidana penjara 3 tahun dan/atau denda

minimum 150 jutarupiah.

5. Pasal 7, minimum pidana penjara 2 tahun dan/atau denda

minimum 100 jutarupiah.

6. Pasal 8, minimum pidana penjara 2 tahun dan/atau denda

minimum 100 jutarupiah.

7. Pasal 9, minimum pidana penjara 1 tahim dan/atau denda

minimum 50 juta rupiah.

8. Pasal 10, minimum pidana penjara 2 tahun dan/atau denda

minimum 100 jutarupiah.

9. Pasal 11, minimum pidana penjara 1 tahun dan/atau denda

minimum 50 juta rupiah.

10. Pasal 12, minimum pidana penjara 4 tahun dan/atau denda

minimum 200 juta rupiah.

11. Pasal 13, minimum pidana penjara dan/atau dendanya tidak ada.

Jika diperhatikan perbandingan pidana penjara dan pidana denda

tersebut di atas, jelas bahwa pembuat Undang-UndangNomor31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menilai 1 tahun penjara setara

50 juta denda. Jadi, jika pidana penjaranya 2 tahun, berarti pidana dendanya 4

tahun^*^.

60/W4., him 116
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3. Putusan Hakim dalam Perkara PIdana dan dalam Tindak Pidaoa Konispi

Hukum acara pidana di Indonesia mengenal beberapa jenis atau bentuk

putusan hakim yang dijatuhkan dalam peradilan perkara pidana di indonesia.

Pasal 1 butir II Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

menyebutkan bahwa:

Putusan pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas
dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang.

Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa putusan

hakim dalam perakara pidana yang disidang di pengadilan, dapat berupa

pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam imdang-undang.

Tentang kapan putusan pidana atau pemidanaan dijatuhkan, aturan Pasal

193 ayat (1) KUHAP menjawabnya dengan menyatakan bahwa "jika

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Selanjutnya putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan apabila pengadilan

beipendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah
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dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 191 ayat (1) KUHAP^'

Untuk putusan lepas dari segala timtutan hukum, dijatuhkan terhadap

terdakwa menurut aturan KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut

bukan merupakan suatu tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2)

KUHAP".

Dalam tindak pidana korupsi, aturan KUHAP tersebut di atas tetap

berlaku. Hal ini sesuai dengan bunyi aturan Pasal 26 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

menyatakan bahwa:

Penyidikan, penimututan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam imdang-undang ini.

Ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 26 ini sangat berakitan dengan

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan bahwa:

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
dilakukkan berdasarkan hukiun acara pidana yang berlaku dan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali
ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Andi Hamzah., Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit., him 338
"/W<f..hlm339
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Yang diamksud dengan hukum acara yang berlaku dalam Pasal 26

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pldana Korupsi di atas dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang

statusnya adalah masyarakat sipil. Sedangkan terhadap tersangka tindak

pidana korupsi yang statusnya anggota militer, yang dimaksud adalah

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1997 tentang Peradilan Militer^^.

Adapun ketetuan yang ditentukan berbeda oleh Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pada

aturan Pasal 38 undang-imdang ini, yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa

tidak hadir dalam siadang pengadilan, padahal terdakwa telah dipanggil secara

secara sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa keahdiran

terdakwa.

Ketentuan pasal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 154 ayat (4)

KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

Jika terdakwa temyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di
sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak
dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa
dipanggil sekali lagi.

" Ennansjah Djaja, Op.Cit., him 146
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Hal ini kemudian dipertegas dalam penjelasan pasal ini, yang

menyatakan bahwa kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari

terdakwa, bukan merupakan hak terdakwa, jadi terdakwa harus hadir di sidang

pengadilan.

Jadi putusan hakim dalam sidang peradilan tindak pidana korupsi tetap

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sejauh tidak ditentukan lain

oleh undang'Undang mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Maka

putusan hakim dalam perakara tindak pidana korupsi juga dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam undang-imdang. Dalam hal penjatuhan pidana, maka

putusan pidana tersebut sesuai dengan bentuk sanksi pidana yang ditentukan

oleh hukiun acara pidana yang berlaku, dan sanksi pidana yang telah

ditentukan oleh aturan undang-imdang pemberantasan tindak pidana korupsi

itu sendiri.
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BAB in

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fembalikan beban pembuktian Pada Peradilan Tindak Korupsi

di Pengadilan Ncgeri Kelas IA Padang

Aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahim 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Pasal

37 ayat (1) menyatakan terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia

tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan terhadap

dirinya. Pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini disebutkan bahwa ketentuan ini

merupakan penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

yang dalam Pasal 66 menentukan bahwa terdakwa atau tersangka tidak dibebani

kewajiban pembuktian. Pada pembalikan beban pembuktian, apabila terdakwa

dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, hal tersebut bukan berarti ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi, sebab penuntut umum tetap berkewajiban

membuktikan dakwaanya.

Kemudian pada Pasal 37 ayat (2) undang-imdang tersebut dinyatakan jika

terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana

korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar

tmtuk menyatakan dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti. Pada penjelasan

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa

ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut imdang-

undang {negatief wettlijk). Dengan digunakanya kata terdakwa pada aturan pasal
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tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana^'. Oleh karena sifatnya yang

berimbang inilah pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh undang-undang

•68ini dapat dianggap pembalikan beban pembuktian yang tidak murm .

Pada perkara tindak pidana gratifikasi pembalikan beban pembuktian juga

dapat dilaksanakan di pengadilan, sebagairaana yang dinyatakan pada penjelasan

nmum Undang-Undang 20 tahim 2001, yang menyebutkan bahwa pembalikan

beban pembuktian ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi

dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari

salah satu tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini.

Gratifikasi sendiri diatur dalam pasal 12 B dan 12 C, diamana Pasal 12 B

ayat (1) menyatakan bahwa setiap gratifikasi terhadap pegawai negeri atau

penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubtmgan dengan

jabatanya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan Pasal

12 B ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya

kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan wajib melaporkanya

paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut

diterima, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 12 C. Berbeda dengan

pembalikan beban pembuktian yang diatur pada Pasal 37 dan 37 A pada Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi, pembalikan beban pmbuktian pada tindak

67Lihat ketentuaa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

''KrisnaHarahap, 0/>.C/r., Him 39
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pidana gratifikasi, dapat menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat

mumi apabila gratifikasinya senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau

lebih.

Pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana gratifikasi menjadi

pembalikan beban pembuktian yang mumi, karena Pasal 12 B ayat (1) huruf a,

menyatakan bahwa gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah)

atau lebih, pembuktianya dilakukan oleh penerima gratifikasi tersebut. Sedangkan

untuk nilainya yang kurang dari Rp. lO.OOO.OOO (sepuluh juta rupiah),

pembuktianya dilakukan oleh penntut umum, yang tentunya menjadi pembuktian

biasa yang berlaku di pengadilan.
0

Mengenai pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang bersifat

terbatas dan berimbang, atau yang bersifat tidak mumi tersebut, Pasal 37 A ayat

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan dengan

menyatakan sebagai berikut:

"Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya
dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan"

Selanjutnya dalam Pasal 37 A ayat (2) dinyatakan bahwa, jika Halan

pembalikan beban pembuktian tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan

tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilau, atau sumber

penambahan kekayaanya, maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat

alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
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Mengenai pembalikan beban pembuktian pada gratifikasi, diatur lebih

lanjut pada huruf a dan b pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa pembuktian

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, apabila nilainya Rp,

10.000.000(sepuluh juta rupiah) atau lebih dilakukan oleh si penerima, dan jika

nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktianya

dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 38 A, pembuktian

sebagaimana dimaksud Pasal 12 B ini, dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang

pengadilan.

Pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam hal pidana tambahan

benipa perampasan barang-barang tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

38 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi, dimana disebutkan bahwa terdakwa tindak pidana korupsi

yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta Pasal 5 sampai Pasal 12

Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda

miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana

korupsi.

Pada ayat (2) ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa

tidak dapat membuktikan harta benda sbagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut

dianggap diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga hakim berwenang
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Dari penjelasan pasal-pasal dalam aturan undang-undang pemberantasan

tindak pidana korupsi di atas, terlihat jelas bahwa aturan undang-undang tersebut

memungkinkan tegadinya pelaksanaan pembalikan beban pembuktian proses

peradllan tindak pidana yang dilaksanakan di pengadilan di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan pembalikan beban pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi,

tentunya bertujuan untuk membantu upaya pemberantasan dan pencegahan tindak

pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana yang menjadi tujuon utama undang-

undang tersebut dibentuk.

Berdasarkan basil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang,

dengan teknik wawancara dan studi dokumen, ditemukan fakta bahwa Pengadilan

Negeri Kelas I A Padang belum pemah melaksanakan pembalikan beban

pembuktian pada proses peradilan tindak pidana korupsi, meskipim juga diketahui

bahwa pengadilan tersebut telah banyak mengadili dan memutus kasus tindak

pidana korupsi, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi.

Menurut hakim di Pengadilan Negeri Padang yang bemama Bapak Zulkifi,

belum terlaksananya pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana

korupsi di pengadilan tersebut, salah satunya disebabkan oleh belum adanya

ketegasan dalam aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
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yang mewajibkan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian di setiap peradilan

tindak korupsi yang dilaksanakan di pengadilan di Indonesia.

Selain itu Bapak Zulkifli menambahkan, hakim juga berpendapat bahwa

pada saat menyampaikan pembelaan, sebenamya secara tidak langsung terdakwa

juga memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan

tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Selain juga hakim berpendapat

bahwa pembuktian yang dibebankan dan dilakukan oleh jaksa penuntut umum,

masih efektif untuk membuktikan apakah telah tegadi suatu tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan terhadap seorang terdakwa.

la juga menyampaikan bahwa adanya kontroversi yang tegadi di
0

masyarakat, yang menyangkut pelaksanaan pembalikan beban pembuktian,

dimana ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa pembalikan beban

pembuktian bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, karena bertentangan

dengan asas praduga tak bersalah, sehingga menentang pelaksanaan pembalikan

beban pembuktian. Sedangkan ada pihak lain yang sangat mendukung

dilaksanakanya pembalikan beban pembuktian, karena merasa pembalikan beban

pembuktian sangat efektif mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

Kontroversi semacam ini juga tegadi dikalangan praktisi hukum, termasuk

penegak hukum sendiri, sehingga mempengaruhi belum lerlaksananya

pembalikan beban pembuktian di sidang peradilan tindak pidana korupsi.

Bapak Zulkifli juga menyebutkan kemungkinan bahwa para hakim masih

ragu-ragu dan belum terbiasa dalam hal teknis pelaksanaan atau tata cara
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pengaplikasian pembuktian pada proses peradilan tindak pidana korupsi, juga

dapat menjadi salah satu faktor belum dilaksanakanya pembalikan beban

pembuktian pada peradilan tindak pidana korapsi. Keraguan hakim tidak lepas

dari kenyataan bahwa undang-undang tentang tindak pidana korupsi belum

mengatur secara jelas tentang tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan pembalikan

beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, namun hanya mengatur tata

cara pembalikan beban pembuktian dalam kaitanya dengan perampasan harta

benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Jadi menurut Bapak Zulkifli, peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia

raasih terbiasa dengan sistem pembuktian konvensional yang terdapat Halam

KUHAP, serta masih merasa pembuktian oleh penuntut umum masih cukup

efektif dalam pembuktian tindak pidanan korupsi. Selain juga karena para hakim

merasa belum memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaan teknis pembalikan

beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi, dan bahkan menurutnya

peradilan tindak pidana yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Korupsi di

Jakarta, juga belum pemah melaksanakan pembalikan beban pembuktian.
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B. Peranan Pembalikan beban pembuktian dalam peradHan tindak pidana

konipsi

Berdasarkan rumusan yang terdapat pada aturan Pasal Pasal 37 dan 37 A

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat diketahui bahwa

pembalikan beban pembuktian menjadi hal yang penting dalam proses peradilan

tindak pidana korupsi, karena akan sangat berpengaruh terhadap putusan yang

akan dijatuhkan terhadap terdakwa, sama beipengaruhnya dengan pembuktian

yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Putusan pengadilan tentunya akan berdasarkan pada basil pemeriksaan pada

sidang pengadilan, dimana putusan tersebut diperoleh basil dari pertimbangan,

kebijaksanaan dan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti, dan pemeriksaan

saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan, dan dalam kasus tindak

pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa tentimya juga

menjadi hal yang ikut mempengaruhi putusan hakim yang akan dijatuhkan

terhadap terdakwa.

Aturan pasal-pasal tersebut di atas juga merumuskan bahwa hasil

pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi yang kemudian

dimlai oleh hakim, dapat menjadi hal yang mengimtimgkan bagi terdakwa jika ia

dapat membuktikan bahwa duinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Namun sebaliknya hasil pembalikan beban pembuktian akan menjadi hal yang

merugikan bagi terdakwa karena ia idak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak
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Peranan pembalikan beban pembuktian lainya terhadap putusan pidana yang

dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi menurut Bapak Zulkifli

adalah dalam pertimbangan hakim dalajn menjatuhkan pidana denda, karena

apabila terdakwa melakukan pembalikan beban pembuktian, dan temyata

terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa jumlah kekayaan yang tidak seimbang

dengan penghasilan, atau sumber penambahan kekayaanya, sehingga memperkuat

keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidan korupsi, maka hakim

akan mempertimbangkan pidana denda terhadap tersangka selain juga pidana

lainya. Pelaksanaan pembukitan terbalik sangat berperan membantu hakim dalam

mempertimbangkaa jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap

terdakwa.

Menurutnya lagi, bahwa pembalikan beban pembuktian juga sangat

berpengaruh bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdalava,

terutama dalam hal lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap

terdakwa. Jika daii hasil pembalikan beban pembuktian tersebut diketahui bahwa

kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan, atau sumber penambahan

kekayaan terdakwa, dan terbukti pula bahwa ketidakseimbangan tersebut sangat

jauh selisih angkanya, maka hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang berat,

jauh dari jumlah pidana minimal dalam undang-undang. Hal ini juga berlakujika

hakim menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa, dimana besar kecilnya

pidana denda terhadap terdakwa akan ditentukan juga oleh besar kecilnya jumlah
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selisih ketidakseimbangan kekayaan terdakwa dengan dengan penghasilan, atau

sumber penambahan kekayaanya.

Dalam pelaksanaan pembalikan beban pembuktian berdasarkan Pasal 37 A

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahim 2001 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi, dinyatakan bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan

tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan

harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan

dengan perkara yang didakwakan. Dan berdasarkan aturan Pasal 37 ayat (2) jlka

dalam pembalikan beban pembuktian tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan

tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan, atau sumber

penambahan kekayaanya, maka hal tersebut akan digimakan untuk memperkuat

alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi

Aturan pasal 37 ayat (1) tersebut akan sangat berperan dalam hal

pengembalian kerugian negara, karena jika dari pelaksanaan aturan pasal tersebut

akan diketahui jumlah kekayaan terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi,

dan kemana saja uang hasil korupsi tersebut oleh terdakwa dipergunakan atu

disimpan. Maka pelaksanaan pembalikan beban pembuktian akan sangat

membantu dalam mengetahui jumlah uang yang telah di korupsi terdakwa,

tennasuk pelacakan uang yang telah dikorupsi, sehingga memudahkan dalam hal

pengembalian kerugian negara, sehingga akan menjadi pertimbangan hakim untuk

melaksanakan pengembalian kerugian negara tersebut, tentunya melalui putusan
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pidana yang dijatuhkanya terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan

tindak pidana korupsi.

Jadi berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembalikan beban pembuktian sangat berperan bagi hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana, terutama dalam menjatuhkan jenis putusan pidana denda terhadap

terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Putusan ini denda juga

dapat didasarkan atas pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang diatur

dalm aturan pasal di atas, karena berdasarkan hasil pembalikan beban pembuktian

yang dilakukan terdakwa, maka akan diketahui jumlah kerugian negara yang di

akibatkan oleh terdakwa, sehingga hakim dapat dengan mudah

mempertimbangkan berapa jumlah putusan pidana yang dijatuhkan, untuk

menutupi kerugian negara tersebut.

Selain itu, pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam hal

perampasan harta benda yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi imtuk

dikembalikan pada negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 B undang-

undang korupsi ini. Aturan Pasal 38 B merumuskan bahwa pembalikan beban

pembuktian memegang peranan penting dalam hal perampasan harta benda

seseorang yang diduga diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana korupsi.

Dimana jika si terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut bukan

berasal dari tindak pidana korupsi maka harta tersebut dianggap juga diperoleh

dari tindak pidana korupsi, maka hakim akan memutuskan seluruh atau sebagian

harta tersebut dirampas imtuk negara. Pada penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa
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ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang di khususkan

pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana

korupsi, berdasarkan dakwaan salah satu dakwaan pasal-pasal tersebut di atas.

Berbeda dengan pengaturan Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembalikan

beban pembuktian dalam Pasal 38 B merupakan kewajiban bagi terdakwa,

berbeda dengan aturan Pasal 37 dan 37 A yang menyebutkan bahwa terdakwa

berhak melakukan pembalikan beban pembuktian. Aturan Pasal 38 B mewajibkan

terdakwa membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum

di(lak>^^kan, yang mana harta benda tersebut diduga merupakan hasil dari

perbuaton tindak pidana, maka terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda

tersebut bukanlah diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana korupsi. Jika si

terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak

pidana korupsi, maka harta tersebut dianggap juga diperoleh dari tindak pidana

korupsi dan akan dirampas untuk negara.

Dalam ayat (2) Pasal ini ditentukan bahwa, kepada hakim diberikan

wewenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa

tersebut dirampas imtuk negara, artinya kepada hakim diberikan wewenang imtuk

memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa yang dianggap
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pidana yang dilakukan terdakwa, efek jera pada pelaku, dan mencegah

masayarakat untuk melkukan tindak pidana korupsi, membantu mengembaiikan

kerugian negara, sehingga semua raanfaat ini dapat memenuhi rasa keadilan

masyarakat, selain juga membantu mempercepat pemberantasan tindak pidana

korupsi.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam beberapa

pasal telah mengatur bahwa pembalikan beban pembuktian dapat

dilaksanakan pada peradilan tindak pidana korupsi. Namun Pengadilan Negeri

Kelas I A Padang tidak melaksanakan pembalikan beban pembuktian dalam

proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan,

yakni aturan perundang-undangan tidak secara tegas mewajibkan untuk

dilaksanakanya pembalikan beban pembuktian pada sidang peradilan tindak

pidana korupsi, serta belum mengatur secara jelas prosedur pelaksanaan

pembalikan beban pembuktian tersebut. Selain itu, hakim di pengadilan

tersebut merasa pembuktian yang dilakukan oleh penimtut umum masih

cukup efektif untuk membuktikan teijadinya suatu tindak pidana korupsi.

2. Pembalikan beban pembuktian memliki beberapa peranan pada peradilan

tindak pidana korupsi, diantaranya adalah berperan meneimbah keyakinan

hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena dari hasil

pembalikan beban pembuktian terdakwa tidak mampu membuktikan dirinya

tidak melakukan tindak pidana korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah

memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti yang ada. Pembalikan beban

pembuktian juga berperan dalam menentukan jumlah pidana denda terhadap
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terdakwa, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, serta berperan pada

putusan pidana tambahan yang berapa perampasan harta benda milik

terdakwa yang belum didakwakan, yang diduga hasil dan korupsi, sehingga

hakim memutuskan merampas harta benda tersebut untuk negara.

B.SARAN

Dari penjabaran hal-hal di atas penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Agar hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pada

umumnya dan khususnya di Pengadiian Negeri Kelas I A Padang, bisa

melaksanakan pembalikan beban pembuktian di peradilan tindak pidana

korupsi, sebagiamana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan

tindak pidana koupsi, yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk

membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang

perlu mengatur lebih tegas dan mengikat, dengan mewajibkan pelaksanaan

pembalikan beban pembuktian pada setiap peradilan tindak pidana korupsi di

Indonesia.

2. Agar peranan pelaksanaan pembalikan beban yang sangat besar, dapat

tercapai dan dirasakan manfaatnya pada peradilan tindak pidana korupsi,

maka pembalikan beban pembuktian harus dilaksanakan. Hal inl agar setiap

putusan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi telah

menjadikan hasil dari pelaksanaan pembalikan beban pembuktian sebagai

baban pertimbangan dalam utama dalam putusanya.
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